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BUPATILAMPUNGUTARA 
PROVINSl LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA 
N0l'40R :;t.. I TABUN 2017 

i TENTANG 
i 

PEDOMAN PENGADAAN. PENGANGKATAN DAN PEl'4BERHENTIA.If PEGAWAI 

NON PEGAWAI NEGER! SIPIL PADA BADAN UYANAN UMU.6I DAERAB 


RUl'4AH SAKIT DAERAB l'4AYJEND. HM. RYACUDU KOTABVMI 

KABUPATEN LAMPUNG UTARA 


DENGAN RAHl'4AT TUHAN YANG IIAHA ESA 

BUPATI LAMPUlfG UTARA, 

Menimbang : a. bahwa da1am rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 
Peraturan Menterl Dalam NegerlNomor 61 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah, perlu mengatur pengadaan, pengangkatan dan 
pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negerl Sipil pada Badan 
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Mayjend. HM. 
Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara; 

b. bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud pada 
. huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Lampung Utara tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan 

." 	 Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri S~pi1 Pada Badan 
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Mayjend. HM. 
Ryacudu Kotabumi KabupatenLampung Utara. 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang DaruratNomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara RepubUk Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang­
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara 
RepubUk Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai· 
Undang-Undang (Lembaran Negara RepubUk lndo!lesia Tahun 
1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2009 Nomor 
153, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 
5072); 

http:PEl'4BERHENTIA.If


'. 


Menetapkan: 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 	23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimar.a telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipi1; 

, , . 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PER/X 
/2004 te:htang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan 
PeIjanjian KeIja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah; 

7. 	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah. ' 

, 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENT~Nd PEDOMAN 
PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI 
NON PNS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT 
DAERAH MAYJEND. HM. RYACUDU KOTABUMI KABUPATEN 
L,AMPUNG UTARA 

BAH I 
KETENTUAIf UldUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. 	 Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara. 
2. 	 Bupati adalah Bupati Lampung Utara. 
3. 	 Rumah Sakit Daerah Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi 

Kabupaten Lampung Utala yang selanjutnya disingkat RSD 
Mayjend. HM. Ryacudu adalah Rumah Sakit Daerah 
Kabupaten Lampung Utara yang menerapkan Pola Pengelolaan 

" 	 Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). 
4. 	 Direktur adalah Direktur RSD Mayjend. \ HM. Ryacudu 

Kotabumi Lampung Utara. 



,
.' 

5. 	 Badan Layiil'i.art UmUifi Daerlili yang selartjutnya disiiigkat 
BLUD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Lampung Utara di lingkungan 
Pemerintah Daerah yang dib~ntuk untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarak:at berupa penyediaan barang 
dan/atau' jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan 
pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

6. 	 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan 

" Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Kabupaten Lampung Utara. 

7. 	 Kepals. Badan Kepegawaian dan Pcmgembangan SU11ibet Daya 
Manusia yang selanjutnya disebut Ka BKPSDM adalah KepaIa 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Kabupaten Lampung Utara. 

S. 	 Inspektur adalah Kepala Inspektur Kabupaten Lampung Utara. 
9. 	 Pegawai BLUD Non PegaWai Negefi Sipil RSD MaY,jend. HM. 

Ryacudu yang selanjutnya disingkat Pegawai BLUD Non PNS 
adalah setiap Warga Negara Indonesia yang bersedia 
mengikatkan din dengan peIjanjian. kontrak keIja da1am 
jangka waktu tertentu. 

10. T'ahun Anggaran adalah mass. 1 (satu) tahun terhitung mulai 
dan tanggal 1 Januan sampai dengan tanggal 31 Desember 
Tahun berjalan. 

11. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalsm waktu yang 
tetap/jangka waktu tertentu. 

12. Peng!iasilan 1a.i11nya adalah pendapatati yang dibetikan sellilit 
gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan. 

13. Pendidikan non formal adalah jalur pendidik!:)n diluar 
pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terukur 
dan beIjenjang. 

14. Pehdidikafi dan Pelatilian adiilali kegia4ID' da.J.am rangka 
meningkatkan kualitas/kompetensi Pegawai BLUD Non PNS . 

15. Tenagakh'li!.sus adalah tenaga kesehatan yllng P';'Ofesional dan 
dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu s~suirl kebutuhan 
formasi dalam satu unit pelaksanaan tugae. 

BABa 
KEDUDUKAN, KEWAiJIBAN, BAK D.Al'f LAR.Al'fG.Al'f 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 


Pal;lal2 

(I) Kedudukan Pegawai BLUD Non PNS merupakan bagian dan 
pegawai pemerintah Kabupaten Lampung Utara. 



.. ' 
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(2) 	 Pegawai BLUD Non PNS merupakan bugian dari upaya 

peningkatan mutu BLUD , Mayjend. HM.layanan RSD 

Ryacudu. \ 


Bagian Kedua 

KewaJiban 


Pasal3 

SeOOp Pegawai BLUD Non PNS wajib: 
a. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, 

kompeten, jujur, transparan dan tidak diskriminatif; 
b. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang; 
c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan 
kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

d. mematuhi peraturan internal yang berlaku dilingkungan BLUD 
RSD Mayjend. HM. Ryacudu dan peraturan lainnya sesuai 
ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan 

e. menyimpru;t rahasiajabatan. 

Pasal4 

Kewajiban Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf c, huruf d dan huruf e diatur ll'lbih Ianjut oleh 
Direktur RSD Mayjertd. HM. Ryacudu. 

Bagian Ketiga 
Bak 

Pllsal 5 

(1) 	 Pegawai BLUD Non PNS berhak mendapat gaji yang besarnya 
berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai 
dengan kcmampuan kcuangan BLUD RSD Mayjend. HM. 
Ryacudu. 

(2) 	 Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pegawai BLUD Non PNS dapat diberikan penghasilan dan 
tunjangan lainnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan 
kineIja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSD 
Mayjend. HM. Ryacudu. 

(3) 	 Gaji, penghasilan dan tunjangan lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pembiayaannya 
bersumber dan anggaran BLUD RSD Mayjend. HM. Ryacudu. 

(4) 	Ketentuan Iebm I~jut mengenai pengbasilan lainya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur RSD 
Mayjend. Hlvr. Ryacudu ' ; 

I .. 



Pasa16 

(1) 	Pegawai BLUD Non PNS yang dalam pelaksanaan tugas 
mengharuskan untuk keluar daerah dapat diberikan biaya 
peljalanan dinas sesum ketentuan peraturan Perundang­
undangan. 

(2) 	 Peljalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan 
kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung jawall) sebagai 
Pegawai BLUD Non PNS. 

Bagian Keempat 
Larangan 

Pasal8 

Setiap Pegawai BLUD Non PNS dilarang: 
a. meI:\.iadi anggota partai politik; 
b. menjadi anggota organisesi terlarang; dan 
c, menjadi tim sukses salah satu calon Presiden/Waldl Presiden, 

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan anggota legislatif 
tertentu. 

Pasa19 

(1) 	 Pegawai BLUD Non PNS dapat diberikan penghargaan atas 
prestasi keIja berdasarkan penilaian kinelja. 

(2) 	Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur oleh Direktur RSD Mayjend. HM. Ryacudu. 

Pasall0 

(1) 	 Pegawai BLUD Non PNS yang mengalami kecelakaan akibat 
kelja,/meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya dapat 
diberikan penghargaan. 

.v; 

(2) 	 Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur oleh Direktur RSD Mayjend. HM. Ryacudu. 

BABm 

FORMASI DAN PENGADAAN PEGA.WAl BLUD ROR PRS 

Bagian Kesatu 


Formaai Pegawai BLVD ROil PRS 


Pasa111 

(1) 	 Formasi Pegawai BLUD Non PNS ditetapkan berdasarkan 
formesi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) RSD Mayjend. 
HM. Ryactidu. 



(2) Direktur RSD Mayjend. HM. Ryacudu mengajukan usulan 
, Formasi Pegawai BLUD Non PNS kepada Bupati., 

(3) 	Penetapan Formasi Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana 
ditnaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ataa 
nama Bupati. 

Bagian Kedua 

Peogadaan Pegawai BLVD Non PBS 


Pasal12 

(1) 	 Untuk mengisi kekurangan formasi dilaksanakan pengadaan 
Pegawai BLUD Non PNS. 

(2) 	Rencana pengadaan Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui: 
a. papan pengumuman BLUD RSD Mayjend. HM. Ryacudu 

sekurang-kurangnya 6 (enam) hari ketja sebelum 
pelaksanaan penerimaan lamaran; 

b. media cetak daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali 
sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran. I 

(3) 	 Pengumuman rencana pengadaan sebagair.llana dimaksud 
pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat: ' 
s. jumlah dIan formasi jabatan yang dibutuhkan; 
b. persyaratan yan.g harus dipenuhi oleh pelamarl 
c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan ", 
d. batas waktu penerimaan lamaran.' 

Pasa113 
, 

(1) 	 Pelamar calon Pegawai BLUD Non PNS barus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a. Warga Negara Republik Indonesia; 
b. Berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan 

paling tinggi berumur 30 (tiga puluh) tahun untuk jenjang 
pendidikan Sekolah Menengah Atas sampai dengan Strata 1 
atau sederajat, atau paling tinggi berumur 46 (empat puluh 
enam) tahun untuk jenjang pendidikan Strata 2 atau 
;>ederajat; 

c. Tidak pernab dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan 
berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai 
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana; 

d. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai 
Pegawai Negeri,' Pegawai Honorer atau sebagai Pegawai 
Swasta; 

e. Memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan; , 



, " 
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f. 	Surat Keterangan Catatan Kepolisian' (SKCK) yang 
dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia tingkat 
Kabupaten; 

g. Surat keterangan tidall: pernah menkonsumsi/menggunakan 
narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya 
dari dokter pemerintah; 

h. Pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status 
kepegawaian pada instansi lainnya; dan 

i. 	Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Direktur RSD 
Mayjend. HM. Ryacudu sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) 	 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
" 	 dikecualikan bagi tenaga khusus yang kar~ma keahliannya 

ditentukan oleh Direktur RSD Mayjend. HM. Ryacudu atas 
persetujuan Bupati melalui Kepala Satuan KeIja Perangkat 
Daerah (SKPD) yang membidangi Kepegawaian. 

(3) 	 Proses pengadaan dan pengangkatan bagi tenaga khusus yang 
dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh 
Direktur RSD Mayjend. HM.Ryacudu. 

Pasall4 

Pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Non PNS meliputi: 
a. 	 pengumuman; 
b. 	 pendaftaran pelamar; 
c. 	 seleksi administrasi; 
d. 	 pembuatan naskall soal tes tahap I; 
e. 	 pelaksanaan tes tahap I; 
f. 	 koreksi dan pengolahan hasil tes tahap I; 
g. 	 penyusunan rangking tes tahap I; 
h. 	 pengumuman hasil tes tahap I; 
i. 	 penyusunan materi tes tahap II; 
j. 	 pelaksanaan tes tahap II; 
k. 	 penyusunan rangking tes tahap 0; 
1. 	 pengmriuman tes tahap II; dan 
m. 	pengangka1an Pegawai'BLUD Non PNS. 


;" 


PasallS 

(1) 	Pelaksanaan pengumuman, pendaftaran pelamar, seleksi 
administrasi, pelaksanaan tes tahap I, pengumuman hasil tes 

, 	 tahap I, penyusunan materi tes tahap II; pelaksanaan tes 
tahap II, penyusunan rangking tes tahap II; pengumuman tes 
tahap II dan pengangkatan pegawai BLUD Non PNS 
sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf a, huruf b, huruf 
c, huruf e, huruf h, huruf i, hurufj, huruf k, huruf 1dan huruf 
m dilaksanakan oleh Direktur RSD Mayjend. HM. Ryacudu. 



(2) 	 Pembuatan naskah soal tes tahap I, koreksi dan pc!ngolahan 
hasil tes tahap I dan penyusunan rangking tes tahap I 
sebagaimana dimaksud dalam PasaI 14 huru! d, huruf f dan 
huruf g dilaksanakan oleh Kepala Badan' Kepegawaian dan 
Pengemban[?:an Sumber Daya Manusia. 

(3) 	 Pembuatari naskah soal tes tahap II, koreksi·dan pengolahan 
. basil tes tahap II dan p~yusunan rangking tes tahap II 

dilaksanakan oleh Direktur RSD Mayjend HM Ryacudu 
Kotabumi. 

(4) 	 Pengawasan pelaksanaan Tes Tahap I dan Tes Tahap II 
dUaksanakan oleh Inspektur atau Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung 
Utara. 

Pasal16 

(1) 	 Pelaksana:an Tes Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 huruf e meliputi tes kemampuan bidang, terdiri dari: 
a. tea wairaaan kebangsaan; 
b. tes intelegensi umumj dan 
c. tes karalcteristik pribadi. 

(2) Pelaksanaan Tes Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
, 14.hurufj meliputi tes kemampuan bidang, terdiri dari: 

a. tea praktek; 	 , 
b. tes wawancaraj dan 
c. tes lainnya yang diatur oleh Direktur RSD Mayjend. HM. 

Ryacudu. 

(3) 	Pelaksanaan Tes Tahap I dan Tes Tahap II sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan 
sistem gugur. 

BABIV 
PENGANGKATAN PEGAWAI BLVD NON PHS 

Pasal17 

(1) 	 Pelamar yang dinyatakan lulus daJam peIaksanaan tes 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib melakukan 
pendaftaran ulang ,dengan menyerahkan kelengkapan 
dokumen yang dipersyaratkan. 

(2) 	 Pelamai yang dinyatakan lulus sebagaimana dimusud pada 
ayat (1), dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD Non PNS dan, 
wajib mengikuti masa percobaan selama 3 (tiga) bulan untuk 
dilakukan penilaian awal oIeh pejabat terkait. 

, 	 \ ' 
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(3) 	 Pegawai BLUD Non PNS yang tidak memenuhi kriteria 
penilaian ,awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberhentikan sebagai pegawai BLUD Non PNS. 

(4) 	 Pegawai BLUD Non PNS yang telah dinyatakan memenuhi 
kriteria/lulus masa percobaan selama 3 (tiga) bulan diberikan 
penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (2). 

(5) 	 Jangka waktu kontrak Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap 
berlaku sejak penandatanganan kontrak keIja dan berakhir 
pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan. 

(6) 	 Ketentuan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur oleh Direktur RSD Mayjend HM. Rya~du. 

,
\ 

Pasal18 

(1) 	 Pegawai BLUD Non PNS dapat diangkat kembali setelah 
berakhir masa kontrak apabila: 
a. mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur BLUD 

RSD Mayjend HM. Ryacudu; 
b. formasi Jabatan masih tersedia; dan 
c. menunjukan prestasi keIja dengan nitai minimal baik 

berdasarkan evaluasi kineIja. 

(2) 	 Pengangkatan kembali Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur RSD Mayjend HM. 
Ryacudu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

BABV 
PENGEIlllBANGAN 

Pasal19 
• 

palam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai BLUD Non PNS, 
Direktur RSD May,jend HM. Ryacudu dapat memberikan 
kesempatan untuk mengikuti pendidikan non formal dan' 
pelatihan. 

BABVI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 


Pasal20 

Pembinaan dan pengawasan Pegawai BLUD Non PNS dilakukan 
oleh Direktur RSD Mayjehd HM. Ryacudu seBuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

I 



~, 	 )" .' 
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BABVII 
PEMBERHENTIAAN PEGAWAI BLUD BOB PBS 

RSD llAYJEND HM. RYAC1JDU 

" 	 Pasal21 , 

(1) 	 Pegawai BLUD Non PNS diberhentikan dengan honnat dari 
tugasjjabatan apabila: 
B. atas pennintaan sendiri; 
b. meninggal dunia; 
c. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau 

bekeIja pada instansi lainnya; 
d. fonnasi jabatan sudah terpenuhi dari Pegawai Negeri Sipil 

(PNS); 
e. mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun dikecualikan 

bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan 
oleh Direktur RSD Mayjend. HM. Ryacudu; 

f. 	 menderita penyakit yang tidak bisa sembuh atau cacat 
sehingga tidak memungkinkan untuk bekeIja secara layak 
yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tim Kesehatan 
RSD Mayjen HM. Ryacudu; dan 

g. status RSD Mayjend HM. Ryacudu dicabut berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

I 

(2) 	 Pegawai BLUDNon PNS diberhentikan tidak dengan hormat 
apabila: 
a. melakukan perbuatan yang bertentangfP1' dengan idiologi 

Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau 
terlibat clalam kegiatan yang menentang'Pemerintahan dan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; ,.' 1 

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan 
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
karena melakukan tindakan pidana; 

, 	 c. melanggar pakta integrasi yang telah disepakati bersama 
Pegawai BLUD Non PNS; 

d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai dimaksud dalam 
Pasal3; 

e. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di RSD 
Mayjend HM. Ryacudu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4; dan' 

f. 	menjadi anggota atau pengurus partai politik. 

(3) 	 Pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana 
dimaksud' pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan 
Keputusan Direktur RSD Mayjend HM. Ryacudu. 



.• .. ' 

Pasal22 

(1) 	 Pegawai BLUD Non PNS yang dikenakan penahanan oleh 
pihak yang berwajib karena menjadi tersangka suatu tindakan 
pidana diberhentikan sementara dati tugasfjabatan sampai 
dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap, apabila masih dalam masa kontrak. 

(2) 	 Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD RSD Mayjend 
HM. Ryac~du. 

Pasal23 

(1) 	 Dalam hal masa tahanan melebihi Plasa kontrak dan belum 
mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap, maka yang bersangkutan diberhentikf.U1 tidak dengan 

\. 	 hormatsebagai Pegawai BLUD Non PNS. 

(2) 	Apabila Pegawai BLUD Non PNS dinyatakan tidak bersalah 
dan d,inyatakan tidak terbukti melakukan tindakan pidana 
seperti' yang disangkakan, maka dilakukan rehabilitasi dan 
hak-haknya akan dikembalikan sebagai Pegawai BLUD Non 
PNS sepanjang masa kontraknya belum berakhir. 

BABVIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal24 

Pegawai BLUD Non PNS yang telah melaksanakan tugas sebelum 
, 

Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai\, 
dengan berakhir masa kontraknya. 

BABIX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasa125 , 

Pegawai BLUl) Non PNS, tidak dijamin diangkat menjadi Calon 
Pegawai Negerl Sipil (CPNS) , 

I 

, 

http:diberhentikf.U1


I 

BABX 

PEMBIAYAAN 
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Semua biaya yang timbul sebagai akibat illtetapkannya Peraturan 
Bupati ini dibebankan pada anggaran BLUD' RSD Mayjend HM. 
Ryacudu., \ 

BABXI .. 
\ KETENTUAN PENUTUPAN 

Pasal27 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lampung Utara. 

NO 
I. 
2. 
3. 
4 
5. 
6. 
1. 

PA~AF "";.; rlill NASI _:1. r rL 
WAKll BUPft '! }(j.. ~ 
SEV,R[[IlR/S DAERAH .... 

ASS.BIIl. PEMERINTIIHAN &HUKUM I;-. 
ASSJllD.PEIlEKONOMIAN.PEMB.& KESRA ~ 

"'" ASSJlID.A!ll'MNISTfliiSI UrdU//, 
BAGIAN HUIWLI ,f' 
fIt Vltr.tc.1ur ,.sCi' - \., 

Diundangkan di Kotabumi . 
pada tanggal !"2. -!:" - 2017 

SEKRETARIS DAERAB 
KABUPATEN LAMPUNG UTARA, 

Ditetapkan ill Kotabumi 
pada tanggal ,,.. - s: - 2017 

BUPATI LAMPUNG UTARA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017 NOMOR z..' 


i 


